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KATA PENGANTAR 

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ajar. Tak lupa juga mengucapkan salawat 
serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, 
karena berkat beliau, kita mampu keluar dari kegelapan menuju jalan yang lebih terang 

Kami ucapkan juga rasa terima kasih kami kepada pihak-pihak yang mendukung 
pembuatan standar pelayanan kepaniteraan tipikor. Adapun, Standar Pelayanan ini 
telah selesai kami buat dengan semaksimal dan sebaik mungkin agar menjadi manfaat 

bagi masyarakat pencari keadilan serta dapat mewujudkan Visi Mahkamah Agung RI 
yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung 

Kami sadar, masih banyak luput dan kekeliruan yang tentu saja jauh dari 

sempurna tentang standar pelayanan ini. Oleh sebab itu, kami mohon agar pembaca 
memberi kritik dan juga saran terhadap standar pelayanan ini agar kami dapat terus 

meningkatkan kualitasnya. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak khususnya kepada Bapak 
Surachmat, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Palembang sebelumnya, Bapak 
Dr. Fahmiron, S.H., M.Hum selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang dan 
Bapak Akhmad Hartoni, S.H., M.H selaku Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang 
telah membimbing dan membantu dalam pembuatan standar pelayanan ini. 
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Pada tanggal: 18 Januari 2023 
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1. STANDAR PELAYANAN PELIMPAHAN BERKAS PERKARA TIPIKOR 

A. TUJUAN 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pongadilan bagi pencari koadilan dan 

masyarakat, 

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kopada lombaga poradilan 

B. MAKSUD 

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus 

kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas 

2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sobagai pengquna 

pelayanan Pengadilan Negerl Palembang Kelas lA Khusus, 

3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalan menilai kualitas pelayanan Pengadilan 

Negeri Palembang Kelas IA Khusus 

4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilian Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalarn 

penyelenggaraan pelayanan, 

C. DEFINISI 

Pelimpahan berkas perkara Tipikor adalah penerimaan berkas yang telah 

memenuhi persyaratan ceklist dan bukti penerimaan tersebut diberikan kepada 

Penuntut Umum; 

D. RUANG LINGKUP 

Standar pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan 

Pengadilan Negeri Palembang kelas IA Khusus; 

E. DASAR HUKUM 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 

5. Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor 



6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

14/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan; 

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

026/KMA/SKV2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan 

Peradilan; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. 

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 
9. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan 

Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3239/DJU/SKIHM02.3/11/2019 tentang Perubahan 

Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SKIHM02.3/2/2018 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan 
Tinggi dan Pengadilan Negeri; 

F. PRODUK PELAYANAN 

Pelimpahan berkas perkara Tindak Pidana Korupsi; 

G. SARANA PRASARANA 

Komputer,Printer, Internet dan balpoin 

H. KOMPETENSI PELAKSANA 

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar 

pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus; 

LPENANGGUNG JAWAB 
Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus; 

J. KRITERIA PENCAPAIAN 

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan; 

K. JANGKA WAKTUU 

Selama 10 (sepuluh) menit perberkas; 

L. SYARAT-SYARAT 

1. Surat pengantar dari Kejaksaan / KPK; 

2. Surat pelimpahan perkara (P-31): 
3. Surat penunjukan Penuntut Umum/JPU (P-16-A) 
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4. Tanda terima surat pelimpahan berkas perkara (P-33); 
5. Surat dakwaan + soft copy dakwaan; 

6. Surat perintah penahanan dari Penyidik, T-4, T-7 dan surat perpanjangan 

penahanan oleh KPN (bila ada); 

7. Berkas Penyidik (BAP); 
8. Surat Penetapan Penggeledahan, Surat Penetapan Penyitaan 

9. Daftar Barang bukti dan Tanda terima penitipan barang bukti; 

M. BIAYYA Nihil 

N. ALUR PELAYANAN 

Petugas PTSP menerima Berkas perkara dari Penuntut 
Umum dengan 3 S Memberi hormat tangan dua didepan 

dan menyatakan selamat... 

Petugas PTSP menanyakan keperluan Penuntut Umum 
"ada yg bisa kami bantu?" 

Petugas PTSP memeriksa berkas.Perkara dan memeriksa 

persyaratan sesuai Dakwaan dan identitas-identitasnya, 

Petugas PTSP menyerahkan berkas dan kelengkapan 
Berkas Perkara tersebut kepada Panitera Muda Pidana 
untuk dicek/diperiksa persyaratan sesuai Dakwaannya 

dan identit:isideiitisas terdak wa 

Petugas PTSP mmberik surat Tan 
pelimpahan berkas porkar pada Pen 

ma 

Umum 

S ai 
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2. STANDAR PELAYANAN AKTA BANDING TIPIKOR 

A. TUJUAN 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan 

Masyarakat 
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan, 

B. MAKSUD 

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus 

kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas 

2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna 
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus; 

3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan 
Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus; 

4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas lA Khusus dalam 

penyelenggaraan pelayanan 

C. DEFINISI 

Akta Banding Tipikor adalah surat sebagai bukti peneri an permohonan pihak 
untuk menyatakan banding; 

D. RUANG LINGKUP 

Standar Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran es standard pelayanan 
Pengadilan Negeri Palembang: 

E. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang N mor 14 Tahun 200 tentang Keter kaan Informasi Publik 

2. Undang-Undang Nor or 25 Tahu 200 entang Pelay an Publik; 
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 entang Keku aan Kehakiman 
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Penu! han kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umur 

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repu Indonesia Nomor 
1-114/KMASKI/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan; 
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6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

026/KMA/SKIV/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan 

Peradilan 
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ri. 

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan 

Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HMO2.3/11/2019 tentang Perubahan 

Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan 
Tinggi dan Pengadilan Negeri 

F. PRODUK PELAYANAN 

Akta Pernyataan Banding; 

G. SARANA PRASARANA 

Komputer, Printer, Internet dan Balpoin; 

H. KOMPETENSI PELAKSANA 

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar 
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kei A Khusus; 

I. PENANGGUNG JAWAB 

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Ketas IA Khus 

J. KRITER A PENCAPAIAN 

Tercapa va Standard Pelayanan Pengdilan yang sesuai engan standar yang 
telah dit pkan, 

K. JANGKA WAKTU 

Selama 10 (sepuluh) m it 

L. SYARAT-SYARA 

1. Identitas pem 
TP): 

2. Surat Kuasa sudah te aftar alam hal ada kuas nya, beserta BAP 
Sumpah Advoi 

3. Selama 7 (tujul) nari kalender, setelarn putusan diucapkan; 
4. Petikan Putusan; 

5. Surat pernyataan banding: 
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6. Akta Pernyataan Banding 
M. BIAYA NIHIL 

N. ALUR PELAYANAN 

Petugas PTSP manerima Pemohon/kuasanya dengan 3 S 
Memberi hormat tangan dua didepan dan menyatakan 

selamat.. 

Petugas PTSP menanyakan kaperluan Penuntut 
Umum/Penasihat Hukum Terdakwa 

"ada yang bisa kami bantu?" 

Petugas PTSP memeriksa berkas pemohonan dan 
memeriksa persyaratan sesuai pemohonan Bandingnya 

dan identitasidentitasnya, 

Petugas PTSP menyerahkan berkas dan kalengkapan 
Pemohonan Banding tersebut kepada Panitera Muda 

Pidana untuk dicekldiperiksa persyaratan sesuai 
pemmohonannya dan identitas-identisasnya lagi 

Petugas PTSP menyerahkan surat Akta pernyataan 

banding kepada pemohon 

Selesai 
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3. STANDAR PELAYANAN AKTA KASASI TIPIKOR 

A. TUJUAN 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan 

2. Masyarakat, 

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan 

B. MAKSUD 

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus 

kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas 

2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna 

pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus; 

3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan 

Negeri Palembang Kelas IA Khusus 

4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam 

penyelenggaraan pelayanan, 

C. DEFINISI 

Pelayanan akta Kasasi Tipikor adalah surat sebagai bukti penerimaan permohonan 

pihak upaya hukum untuk menyatakan kasasi; 

D. RUANG LINGKUP 

Standar Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan 

Pengadilan negeri Palembang Kelas IA Khusus; 

E. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

1-114/KMA/SKI/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan; 
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6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik 

026/KMA/SK/I\/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan 

Indonesia Nomor 

Peradilan; 
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI 

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJUISK/HMO2.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan 

Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HMO2.3/11/2019 tentang Perubahan 

Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang 

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan 

Tinggi dan Pengadilan Negeri; 

F. PRODUK PELAYANAN 

Akta Pernyataan Kasasi 

G. SARANA PRASARANA 

Komputer, Printer, Internet dan Balpoin; 

H. KOMPETENSI PELAKSANA 

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar 

pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus 

I. PENANGGUNG JAWAB 

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas lA Khusus; 

J. KRITERIA PENCAPAIAN 

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan; 

K. JANGKA WAKTU 

Selama 10 (sepuluh) menit; 

L. SYARAT-SYARAT 

1. ldentitas pemohon (KTP); 

2. Selama 14 (empat belas) hari kalender, sejak diterima pemberitahuan putusan 

banding 
3. Surat permohonan kasasi; 
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4. Surat Kuasa yang sudah terdaftar (dalam hal ada kuasanya), beserta BAP 

Sumpah Advokat; 

5. Akta Pernyataan Kasasi; 

6. Relaas Pemberitahuan Putusan Banding 

M. BIAYA NIHIL 

N. ALUR PELAYANAN 

Petugas PTSP menerima Pemohon/kuasanya dengan 3 S 

Memberi homat tangan dua didepan dan menyatakan 

selamat. 

Petugas PTSP menanyakan keperluan Penunut Umum 
Penasihat Hukum Terdakwa 

"ada yang bisa kami bantu?" 

Petugas PTSP memeriksa berkas pemohonan dan 

memeriksa persyaratan sesuai pemohonan Kasasinya 
dan identitas-identitasnya, 

Petugas PTSP menyerahkan berkas dan kelengkapan 

Permohonan Kasasi tersebut kepada Panitera Muda 
Pidana untuk dicekldiperiksa persyaratan sesuai 
pemohonannya dan identtas-identisasnya lagi 

Petugas PTSP menyerahkan surat Akta pernyataan kasasi 
kepada pemohon kasasi 

Selesai 
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4. STANDAR PELAYANAN AKTA PENINJAUAN KEMBALI (PK) TIPIKOR 

A. TUJUAN 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan 

Masyarakat; 

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan 

B. MAKSUD 

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus 

kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas; 

2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna 

pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas A Khusus; 

3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan 

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus; 

4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas A Khusus dalam 

penyelenggaraan pelayanan; 

C. DEFINISI 

Pelayanan akta Peninjauan Kembali (PK) Tipikor adalah surat sebagai bukti 

penerimaan permohonan pihak untuk menyatakan Peninjauan Kembali; 

D. RUANG LINGKUP 

Standar Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan 

Pengadilan negeri Palembang kelas IA Khusus 

E. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;: 
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

1-114/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan; 
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6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

026/KMA/SK/I/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan 

Peradilan 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ri. 

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, 

s. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SKHM02.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan 

Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan 

Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang 

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan 

Tinggi dan Pengadilan Negeri; 

F. PRODUK PELAYANAN 

Akta Penyataan Peninjauan Kembali (PK) 

G. SARANA PRASARANA 

Komputer, printer, internet dan Balpoin; 

H. KOMPETENSI PELAKSANA 

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar 

pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus; 

I. PENANGGUNG JAWAB 

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khu 

J. KRITERIA PENCAPAIAN 

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan; 

K. JANGKA WAKT 

Selama 30 (tiga uh) menit, terhitung sejak be s lengkap; 

L. SYARAT-SYARA 

1. Surat Permoh n Peninjauan Kembali (PK 

2. Surat Kuasa alam hal ada Penasihat nnya), beserta BAP Sumpah 

Advokat serta identitasnya kuasa (KTP): 

3. Memori Peninjauan Kembali (PK) 4 (empat) rangkap dan CD Memori PK 
4. Adanya Novum; 
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5. Surat Keterangan dari Lapas/Rutan yang menerangkan Terpidana masin 

menjalani pidana (Apabila Terpidana ditahan): 

M. BIAYA NIHILL 

N. ALUR PELAYANAN 

Petugas PTSP menerima Pemohon/kuasanya dengan 3S 
Memberi hormat tangan dua didepan dan menyatakan 

selamat. 

Petugas PTSP menanyakan kaperluan 

Terpidana/Keluarga Terpidana/Penasihat Hukumnya 
"ada yang bisa kami bantu?" 

Petugas PTSP memeriksa permohonan dan memeriksa 

persyaratan sesuai permohonan PK nya dan identitas 

identitasnya 

Petugas PTSP menyerahkan berkas dan kelengkapan 
Pemohonan PK tersebut kepada Panitera Muda Pidana 

untuk dicekldiperiksa persyaratan sesuai 
permohonannya dan identitas-identisasnya lagi 

Petugas PTSP menyerahkan surat Akta pernyataan 
Peninjauan Kembali (PK) kepada pemohon 

Selesai 
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5. STANDAR PELAYANAN AKTA GRASI TIPIKOR 

A. TUJUAN 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan 

Masyarakat; 

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan; 

B. MAKSUD 

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus 

kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas; 

2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna 

pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus; 

3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan 

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus; 

4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas lA Khusus dalam 

penyelenggaraan pelayanan; 

C. DEFINIS1 

Grasi Tipikor adalah surat sebagai bukti penerimaan surat permohonan atau pihak 

untuk mengajukan Grasi; 

D. RUANG LINGKUP 

Standar Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan 

Pengadilan negeri Palembang Kelas IA Khusus 

E. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbu: 1an Informasi Publik; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan.n Publik 

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuas in Kehakiman; 
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang ubahan kedua atas 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

1-114/KMA/SKI/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan; 
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6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

026/KMA/SK/I/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan 

Peradilan; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

RI. Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 

8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJUISKHMO2.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan 

Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3239/DJU/SKHMO2.3/11/2019 tentang 

Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 

tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri; 

F. PRODUK PELAYANAN 

Akta pernyataan Grasi 

G. SARANA PRASARANA 

Komputer, printer, Internet dan Balpoin; 

H. KOMPETENSI PELAKSANA 

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan 

Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus 

PENANGGUNG JAWAB 

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus; 

J. KRITERIA PENCAPAIAN 

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan; 

K. JANGKA WAKTU 

Selama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak berkas lengkap; 

L. SYARAT-SYARAT 

1. Indentitas pemohon (KTP); 
2. Surat permohonan grasi 
3. Surat kuasa (dalam hal ada Penasihat Hukumnya), beserta BAP Sumpah 

Advokat, 
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4. Surat Keterangan dari Lapas/Rutan yang menerangkan Terpidana masin 

menjalani pidana (apabila terpidana ditahan); 

M. BIAYA NIHIL 

N. ALUR PELAYANAN 

Petugas PTSP menorima Pomohon/kuasanya dengan 3s 
Memberi homat tangan dua didepan dan menyatakan 

selamat. 

Petugas PTSP menanyakan keperluan 

Terpidana/Keluarga Terpidana/Penasihat Hukumnya 
"ada yang bisa kami bantu?" 

Petugas PTSP memeriksa pemohonan dan memeriksa 
persyaratan sesuai permohonan Grasi nya dan identitas 

identitasnya, 

Petugas PTSP menyerahkan berkas dan kelengkapan 

Permohonan Grasi tersebut kepada Panitera Muda 
Pidana untuk dicekldiperiksa persyaratan sesuai 

pemohonannya dan identitas-identisasnya lagi 

Petugas PTSP menyerah kan surat Akta pernyataan Grasi 

kepada pemohon 

Selasai 
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PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS 
JI. Kapten A. Rival No. 16 

Telp/Fax:(0711) 313555/363310 
webslte : www.pn-palermbang.go.ld 

e-nall: pnpalernbang@umall.com 

6. STANDAR PELAYANAN PENETAPAN PERPANJANGAN PENAHANAN TIPIKOR 

A. TUJUAN 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan 

2. Masyarakat, 

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan; 

B. MAKSUD 

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus 

kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas; 

2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna 

pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus; 

3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan 
Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus; 

4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam 

penyelenggaraan pelayanan 

C. DEFINISI 

Penetapan perpanjangan penahanan adalah penetapan yang dibuat berdasarkan 

permohonan yang diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum ke Ketua 

Pengadilan 

D. RUANG LINGKUP 

Standa Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan 
Pengadilan negeri Palembang kelas IA Khusus; 

E. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 
5. Keputusan 

Nomor 

1-114/KMA/SKI/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan; 
16 



6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 

026/KMA/SK/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan 
Nomor 

Peradilan; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. 

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan 

Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan 

Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan 
Tinggi dan Pengadilan Negeri; 

F. PRODUK PELAYANAN 

Penetapan perpanjangan Penahanan; 

G. SARANA PRASARANA 

Komputer, printer, Internet dan Balpoin; 

H. KOMPETENSI PELAKSANA 

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar 

pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus; 

I PENANGGUNG JAWAB 

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus; 

J. KRITERIA PENCAPAIAN 

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang 
telah ditetapkan; 

K. JANGKA WAKTU 

Selama (satu) hari kerja, terhitung sejak berkas lengkap; 

L. SYARAT-SYARAT 

1. Surat Permohonan; 

2. Laporan Kejadian Perkara; 
3. Surat Perintah Penahanan; 
4. Surat Perintah Penyidikan; 
5. Surat Perintah Penyelidikan, 
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6. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP); 

7 Berita Acara Penahanan (apabila yang dimintakan persetujuan penahanan) 

aporan Kemajuan (Resume); 

M. ALUR PELAYANAN 

Petugas PTSP menorima pamohon dengan 3 8 
Memberi homat tangan dua didepan dan menyatakan 

selamat.. 

Petugas PTSP menanyakan koperluan pemohon 
"ada yang bisa kami bantu7" 

Petugas PTSP memeriksa permmohonan dan memeriksa 

persyaratan sesuai pemohonanya, 

Petugas PTSP menyerahkan berkas dan kaleng kapan 

pemohonan tersebut kepada Panitera Muda Pidana 
untuk dicek/diperiksa persyaratan sesuai permohonanya 

Penetapan perpanjangan penahanan diserahkan ke 
KPNWKPN untuk di tandatangani 

Petugas PTSP menyerahkan penatapan perpanjangan 

penahanan kepada pemohon 

Selesai 
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PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS 
JI. Kapten A. Rivai No. 16 

Telp/Fax : (0711) 313555/363310 

webslte: www.pn-palembang.go.id 
e-mail : pnpalembang@gmall.com 

7. STANDAR PELAYANAN PENETAPAN IZIN/PERSETUJUAN PENYITAAN 

TIPIKOR 

A. TUJUAN 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan 

Masyarakat 

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan; 

B. MAKSUD 

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas lA Khusus 

kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas; 

2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna 

pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas lA Khusus; 
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan 

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus; 

4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam 

penyelenggaraan pelayanan; 

C. DEFINISI 

Penetapan izin/persetujuan penyitaan adalah penetapan yang dibuat berdasarkan 

permohonan yang diajukan oleh Penyidik ke Ketua Pengadilan Negeri Palembang 
untuk izin/persetujuan penyitaan; 

D. RUANG LINGKUP 

Standar Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan 
Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus; 

E. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 
4. 

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atasS 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 
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Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik 
114/KMA/SK//2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan 

1 Indonesia Nomor 

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
026/KMA/SK/IU2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan 
Peradilan, 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
RI. Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 

8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SKIHM02.3/2/2018 tentang Pedoman 
Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan 
Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HMO2.3/11/2019 tentang 
Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJUISK/HM02.3/2/2018 
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

F. PRODUK PELAYANAN 

Penetapan Izin/Persetujuan Penytaan; 

G. SARANA PRASARANA 

Komputer, Printer, Intermet dan Balpoin; 

H. KOMPETENSI PELAKSANA 

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan 
Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas A Khusus 

. PENANGGUNG JAWAB 

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas lA Khusus; 

J. KRITERIA PENCAPAIAN 

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang 
telah ditetapkan; 

K. JANGKA WAKTU 

Selama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak berkas lengkap 

L. SYARAT-SYARAT 

1. Surat Permohonan 

2. Resum 

3. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP): 
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4 Surat Perintah Penyidikan 
5Surat perintah Penyelidikan 

6 Surat Perintah Ponyitaan, 
7 Berita Acara Penyitaan 

8Berita Acara Keterangan Saksi/Tersangka, 
9Surat Tanda Penerimaan Barang Bukt 
10 Laporan Polisi 

11.CD/FlashDisk/Soft Copy, 
12.Tanggal Pelaksanaan Tindakan Penyitaan 

M.ALUR PELAYANAN 

Potuyas PTSP nenerina pemohon dengan 3 8 
Mernberi hormat tangan dun didepan dan mionyatakan 

selarnat... 

Potugas PTSP menanyakan keporluan pornohon 

"ada yarng bisa karni bartu?" 

Petugas PTSP merneriksa borkas pormohonan 

izindorsetujuan pornytaari dan merneriksa porsyaratan 
sesual perrmohonanya 

Patnjns PTSP manyarahkan berkas dan kelengkapan 
orlonan tersebut kepada Panitera Muda Pidana 

unuk dicokldipsriksa porsyaratan sosual permohonanya 

Lalu Putugas PTSP menyarnpaikan kopada pernohon 

Poretapan lziodPorsotujuan Ponyitaan 

Selesa 
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PENGADI AH HEGER PALEMBAHG KELAS iA MJS6 

HFajpien A Rirai i 
atp/fa nijis666/ 64i 

w eu ph peerikand 

6$TANDAr PELAYAHAM PENETAPAH PERBEAH PERNGEL ERAHA 
PERKARA TIPIKOR 

TUJUAN 

Meningk alkan kualilas pelayanarn pengadilan bagi penoa/1 kaalilarn dan 

Masyarakat, 
Meringkatkan kepercayaan masyarakat kapada lonbaga paradian, 

MAKSUD 

Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Hegeri Palambang Kalas iA 

Khusus kopada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkiualitas 

Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak haknya sehagai penggune 2 

pelayanan Pengadilarn Negeri P'alembang Kelas IA Khusu 
3Sebagai pedornan bagi masyarakat dalam menilai kiualitas pelayanan 

Pengadilan Negeri Palernbang Kelas IA Khusus, 
4 Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus 

dalam pernyelenggaraan pelayarnan 

C DEFINISI 

Penetapan izin/persetujuan penggsledahan adalah penstapan yang dibuat 

terdasarkia pernohonan yang diajukan oleh Pernyidik ke Ketua Pangadilan 
Negeri Palernbarg untuk diberikan zin/persetujuan penggeledahan, 

RUANG LINGKUP 
tatdar Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan 
Pergadlan Nogen Palembang Kelas IA Khusus 

E DASAM 1UKUM 

1 Undarg Undang Homor 14 Tahun 2006 tertang Katerbukaan Informasi Pubiik, 
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tontang Polayanan Publik 
3 Undang Undarng Nornor 4b Tahun 2009 tentang Kokuasaan Kohakiman 
4 Udag Urdang Nomor 49 Tahun 2009 tontang Perubahan kedua alas 

Udarig rdang tornor 2 Talun 1966 tontang Poradilars Umum 
Katnutusat Ketua Malk anat 

Ropubilik Indonesia Homor 
114/KMA/KAV2011 tontarig Pedoman Polayanan lnfornasi di perngadilan 

Agung 



6Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
026/KMASK/IU2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan 
Peradilan 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 

8Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02 3/2/2018 tentang Pedoman 
Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan 
Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3239/DJUSKIHM02.3/11/2019 tentang 
Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri; 

F. PRODUK PELAYANAN 

Penetapan Izin/Persetujuan Penggeledahan 

G. SARANA PRASARANA 

Komputer, Printer, Internet dan Balpoin; 

H. KOMPETENSI PELAKSANA 

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan 
Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas A Khusus; 

PENANGGUNG JAWAB 

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas A Khusus; 

J. KRITERIA PENCAPAIAN 

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang 
telah ditetapkan 

K. JANGKA WAKTU 

Selarna 1 (satu) hari kerja terhitung sejak berkas lengkapP 

L. SYARAT-SYARAT 
1. Surat Permohonan 

2 Resun, 

3 Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP); 
4 Surat Perintah Penyidikan 
5. Surat Perintah Penggeledahan 
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6 Berita Acara Penggeledahan; 

7. Berita Acara Keterangan saksiTersangka 

8. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti 
9 Laporan Polisi; 

10. CD/Flash Disk/Soft Copy 

11. Tanggal Pelaksanaan Tindakan Penyitaan 

M. ALUR PELAYANAN 

etugas PTSP menerima pemohon dengan 3 S 
Memberi hormat tangan dua didepan dan menyatakan 

selamat.. 

Potugas PTSP menanyakan keperluan pemohon 
"ada yang bisa kami bantu?" 

Petugas PTSP memeriksa berkas pemohonan 

izin/persetujuan penggeledahan dan memeriksa 
persyaratan sesuai pemohonanya 

Petugas PTSP menyerahkan berkas dan kelengkapan 

pemohonan tersebut kepada Panitera Muda Pidana 
untuk dicekldiperiksa persyaratan sesuai pemohonanya 

Lalu Petugas PTSP menyampaikan kepada pemohon 
Penetapan lzin/Persetujuan Penggeledahan 

Selesal 
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6 Berita Acara Penggeledahan; 

7. Berita Acara Keterangan saksi/Tersangka 
8. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti 
9. Laporan Polisi; 

10. CD/Flash Disk/Soft Copy 
11. Tanggal Pelaksanaan Tindakan Penyitaan; 

M. ALUR PELAYANAN 

Petugas PTSP menerima pemohon dengan 3 S Memberi homat tangan dua didepan dan menyatakan 
selamat.. 

Potugas PTSP menanyakan keperluan pemohon 
"ada yang bisa kaml bantu?" 

Petugas PTSP memeriksa berkas pemohonan 
izin/persetujuan penggeledahan dan memeriksa 

persyaratan sesuai pemohonanya 

Petugas PTSP menyerahkan berkas dan kelengkapan 
pemohonan tersebut kepada Panitera Muda Pidana 

untuk dicekldiperiksa persyaratan sesuai pemohonanya 

Lalu Petugas PTSP menyampaikan kepada pemohon 
Penetapan lzin/Persetujuan Penggeledahan 

Selesal 
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PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS JL. Kapten A Rivai No.16 
Telp/Fax: (0711) 313555/363310o 

webste www.p-palembang so.id 

emad: pnpalembang@gnalcom 

9. STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN BESUK TAHANAN TIPIKOR 

A. TUJUAN 

1.Meningkatkan kuaitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan 
Masyarakat 

2 Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan; 

8MAKSUD 

. Sebagai bagian dani komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus 
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas; 
Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna 
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus; 

3 Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas lA Khusus 
Sebagai toliok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas A Khusus dalam 
penyelenggaraan pelayanan 

C. DEFINISI 

zin besuk/berkunjung adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palembang kepada keluarga terdakwa atau pihak lain yang berkepentingan untuk 
membesuk atau mengunjungi tahanan di rumah tahanan Negara; 

D. RUANG LINGKUP 

Standar Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadiian Negeri Palembang Kelas IA Khusus; 

E. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
1-114/KMA/SKU2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan, 
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6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor 026/KMA/SK//2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

RI. Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman 

Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan 
Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3239/DJU/SKHM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri; 

F. PRODUK PELAYANAN 

Surat Izin besuk/berkunjung 

G. SARANA PRASARANA 

Komputer, Printer, Internet dan Pena; 

H. KOMPETENSI PELAKSANA 

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan 
Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas A Khusus; 

PENANGGUNG JAWAB 

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus; 

J. KRITERIA PENCAPAIAN 

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang 

telah ditetapkan; 

K. JANGKA WAKTU 

Selama 1 (satu) Jam, terhitung sejak berkas permohonan lengkap: 

SYARAT-SYARAT 
1. Identitas pemohon (KTP); 
2. Surat permohonan 

Surat Keterangan dari RT tempat tinggal orang yang akan berkunjung 
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M. ALUR PELAYANAN 

Petugas PTSP menerima pemohon dengan 38 Memberi homat tangan dua didepan dan menyatakan selamat.. 

Petugas PTSP menanyakan keperluan pemohon "ada yang bisa kami bantu?" 

Petugas PTSP memeriksa pemohonan dan memeriksa 
persyaratan sesuai pemohonanya, 

Petugas PTSP menyerahkan berkas dan kelengkapan pemohonan tersebut kepada Panitera Muda Pidana 
untuk dicekdiperiksa persyaratan sesuai permohonanya 

Diberitahukan dan ditandatangai oleh Majelis Hakim yang 
bersangkutan 

Petugas PTSP menyampaikan surat izin besuk/berkunjung kepada pemohon 

Selesai 



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS 
JI Kapten A Rivai No. 16 

Telp/Fax (0711) 313555 / 363310 
website www.pn-palembang.go.id 

e-mail pnpalembang@gmail.com 

10. STANDAR PELAYANAN PERSIDANGAN PERKARA TIPIKOR 

A. TUJUAN 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan 

masyarakat 

2 Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan 

B. MAKSUD 

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus 

kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. 

2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna 

pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus. 

3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan 

Pengadilan Negeri Palembang Kelas lIA Khusus. 

4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam 

penyelenggaraan pelayanan. 

C. DEFINISI 

Pelayanan Persidangan adalah penerimaan pihak yang berperkara dalam 

pelaksanaan persidangan tepat waktu. 

D. RUANG LINGKUP 

SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan pengadilan 

E. DASAR HUKUM 

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/IV/2012 Tanggal 

9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 

4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ri 

Nomor.15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 

BAB X Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 

F. PRODUK PELAYANAN 

Femberian informasi kepada pengguna layanan pengadilan di Meja InformasS 
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Aanvampaikan /mempernatkan dOKUmerWKertas yang diperlukan untuk itu 

G. SARANA PRASARANA 

Oana Sidang. 
Bendera Meran Pum, Bendera Mahkamah Agung/ Pengatitar 

Negeri 
Palembang. Meja, Kursi Komputer dan Palu 

H. KOMPETENSI PELAKSANA 

nimal S1 dan mampu mengoperasikan Komputer dan mermahami SOP serta 

Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang. 

1. PENANGGUNG JAWAB 

Majelis Hakim 

J. KRITERIA PENCAPAIAN 

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang 

telah ditetapkan 

K. BIAYA 

NIHIL 

L JANGKA WAKTU 

Selama 10 (sepuluh) menit 

M. SYARAT-SYARAT 

Laporan kesiapan siding 

ldentitas para pihak dan saksi-saksi 

N. SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR 

r PersitanEen erkareP 
PERSIDANGAN PERKARA TIPIKO 

Petugas PTSP memastikan bahwa daftar perkara yan 
disidangkan telah dibuat di lecktronik 

Petugas PTSP menerima pengguna jasa pelayanan pe 
dengan 3 S dan Memberi hormat tangan dua dide 

menyatakan selainat.. 

Petugas PTSP memberikan informasi tetang tempat 

yang akan digunakan 



Sidang perkara Tipikor dilaksanakan pada harl kerja dan dimulai 
sesual dengan syarat dan penetapan sldan8, dalam hal pelaksanaaan 

siding ditunda, maka petugas Pengadilan memberikan informasi 

tentang alasan penundaan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya 

dan kepada Penuntut Umum maupun masyarakat 

Pemanggilan masuk ke ruang siding terhadap Terdakwa/Penasihat 

Hukumnya dan Penuntut Umum sesual urut daftar hadir 

Terdakwa ditanya pula apakah dalam keadaan sehot dan bersedia 

untuk diperiksa di depan persidangan (kalau bersedla sidang 

dilanjutkan); 

Terdakwa ditanyakan apakah akan didampingi oleh Penasihat Hukum 

(apabila didamplngi apakah akan membawa sendirl, kalau tidak 

membawa sendiri akan ditunjuk PH oleh Majlis Hakim dalam hal 

terdakwa diancam dengan pldana penjara lima tahun atau 

lebih/pasal S6 KUHAP ayat (1); 

Pembacaan dakwaan, dalam hal ini Hakim Ketua memerintahkan 

kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan, 

setelah Dakwaan dibacakan Hakim Ketua bertanya kepada 

Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum akan mengajukan Eksesepsi 

Setelah Pembacaan Dakwaan apabila Terdakwa/Penasihat Hukum 

Terdakwa mengajukan Eksepsi maka Hakim Ketua memberikan 

kesempatan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan 

siding ditunda. Kemudian JPU memebrikan Tanggapan atas eksepsi 

teesebut, selanjutnya dibacakan putusan sela. Apabla eksespll 
tersebut ditolak maka dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan 

pembuktian 

Selajutnya Hakim memeriksa alat bukti untuk membuktikan 

kesalahan yang dilakukan terdakwa. Alat bukti terbagi menjadi 

keterangan saksi, keterangan ahll, surat petunjuk dan keterangan 

terdakwa 

Setelah pembuktian, JPU memebacakan surat tuntutan. setelah 

dibacakan surat tuntutan giliran Terdakwa/penasihay Hukumnya 

nembacakan pembelaannya (Pledoi). Kemudian dilanjutkan 

tanggapan JPU (Replik), setelah Replik dilanjutkan dengan tanggapan 

terdakwa/Penasihat Hukum atas tanggapan JPU (Duplik) 
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Panitera Pengganti membuat Berita Acara Sidang dan siap 

ditandatanagani oleh Hakim Ketua Majelis pada hari siding 

berikutnya 

Dan yang terakhir yaitu Pembacaan Putusan Hakim. Dimana putusan 

Hakim harus dibacakan dalam siding vang terbuka untuk umum. 

Putusan hakim tersebut dapat berupa Putusan bebas, putusan lepas 

dan putusan pemidanaan 

Proses persidangan perkara pada tingkat pertama dilaksanakan 

selambat lambatnya dalam waktu 5 (ima) bulan, Ketua majelis wajib 

melaporkan alasan keterlambatan proses persidangan kepada Ketua 

Pengadilan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan 
Tinggi apabila proses persidangan perkara tersebut melebihi waktu 5 

(lima) bulan. 

Ditetapkan di Palembang 

Pada tanggal: 18 Januari 2023 
Kefua Pengadilan Negeri Palembang 

Kelas IA Khusus 

DADIRACAMAbI, S.H., M.H. 
NIRAS96407291988111001 
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